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ABSTRACT
Keyword : The Financial Management Board Secretariat Representatives
Aceh (DPRA)
Nama : Sukmawati, SE
Nim : 015793382

The study is titled "Financial Management of the Secretariat of the House of
Representatives in Aceh (DPRA). By focusing on the problem How to Manage
and factors that influence the management of the Secretariat of Fifiance held at the
House of Representatives Aceh (DPRA), Analyzing Financial Management
Permendagri No. perspective. 13 of 2006 for the benefit of ‘the public service and
ministry officials / administrators. The data used is the qualitative data derived
from DPRA Secretariat, using a qualitative descriptive analysis is exploratory.

The results showed that the institutional implementation of the Govermment
consists of Local Government and House' of ‘Répresentatives, the Financial
Management Board Secretariat representatives”of the People's Aceh (DPRA)
consists of the budgeting process through reporting, In carrying out operations in
the DPRA Secretariat budget absolately needs. DPRA Secretariat budget is part of
the APBA anggran planning and budgeting process, refer to Regulation No. 58
Year 2005 on Regional Uinancial Management, with the stage of local
government planning, preparation of the draft general budget and setting priorities
and budget ceilings whil€ the preparation of work plans and SKPD budget, budget
drafting regulations, and setting budgets. Having set a budget taking into account
the principles of ‘good dilaksanaakan governence

Although there are still factors which include the delay constraints and limitations
in the budget approval to use computer applications SIPKD, limited human
resources in implementing the system of budget consolidation, but there are also
contributing factors such as BAL, Autonomy, sufficient or adequate budget to
Aceh in general can develop, especially in the construction of the Secretariat of
the DPRA.
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ABSTRAK
Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh (DPRA)
Nama ¢ Sukmawati, SE
Nim : 015793382

Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh (DPRA). Fokus penelitian ini adalah Pengelolaan dan faktor yang
mempengaruhi tentang pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Menganalisis Pengelolaan Keuangan berdasarkan
perspektif permendagri No. 13 Tahun 2006 bagi kepentingan pelayanan publik dan
pelayanan aparat/ penyelenggara pemerintahan.

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang  bersumber dari | | Sekretariat DPRA,
menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersifat eksploratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kelembagaan Penyelenggaraan
Pemerintah terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelolaan
keuangan pada Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat(Aceh (DPRA) meliputi dari proses
penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan, Daldm micnjalankan kegiatan operasional di
Sekretariat DPRA mutlak memerlukan anggaran, Anggaran Sekretariat DPRA adalah bagian
dari anggran APBA maka proses perencanaan ‘dan) pényusunan APBD, mengacu pada PP
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tahapan penyusunan
rencana kerja pemerintah daerah, penyasunan rancangan kebijakan umum anggaran dan
penetapan prioritas dan plafon anggaran Sementara penyusunan rencana kerja dan anggaran
SKPD, penyusunan rancangan perda” APBD; dan penetapan APBD. Setelah ditetapkan
menjadi APBD maka dilaksanaakaniengan mempertimbangkan prinsip good governence

Meskipun masih ada faktor-faktor kendala yang meliputi keterlambatan pengesahan
APBD serta keterbatasan, dalam 'menggunakan aplikasi komputer SIPKD, SDM yang masih
terbatas dalam melaksanakan sistem konsolidasi anggaran, namun ada juga faktor pendukung
seperti UUPA, Otonomi Daerah, anggaran yang cukup atau memadai membuat Aceh pada
umumnya dapat mengémbangkan pembangunan khususnya di Sekretariat DPRA.
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KATA PENGANTAR

Syukur Albamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat
karunia-Nya tesis ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Judul tesis ini adalah “Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Tesis ini disusun dalam rangka
penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) pada Program Magister
Administrasi Publik Universitas Terbuka. Penyelesaian tesis.ini tidak terlepas dari
peran Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si dan Bapak Dn, Sofijan Aripin selaku
pembimbing 1 dan II yang telah mencurahkan.wakiu serta perhatian dan
bimbingan-bimbingan guna kesempurnaan tesis’inijuntuk itu terrima kasih serta
penghargaan yang setingi-tingginya kepadd ‘meréka semoga Allah SWT. Akan
meberikan balasan yang setimpal atas segalanya.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis juga banyak mendapat bantuan dari
berbagai pihak. Untuk itu pénulis mengucapkan terimakasith yang sebesar-
besarnya kepada :

1. Prof. Ir. Tian Belawati; MEd, P.Hd, Rektor Universitas Terbuka.

2. Suciati, Ph.D, Direkiur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
Bapak Pembimbing I Dr. Ishak Hasan, M.Si dan Pembimbing II Dr. Sofjan
Aripin yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan
bimbingan kepada penulis.

4. Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Banda Aceh, yang
telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

5. Pimpinan dan Anggota DPRA masa bakti 2009-2014 yang telah banyak
memberikan kemudahan kepada penulis saat melakukan penelitian ini.

6. Kepada kedua orang tua, serta Bapak dan Ibu Mertua penulis yang dengan
ikhlas memberikan dorongan untuk penyelesaian studi ini dan juga untuk
adik-adikku semua.

7. Semua rckan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara

langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian tesis ini.
iv
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Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah
membantu seimbang dengan amal baiknya. Tak akan pernah lupa penulis
menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Suami tercinta serta putra- putri
tersayang atas do’a, dorongan, kesempatan, dan kesabaran dalam penantian,
penulis sangat berhutang budi kepada mercka semua, semoga Tuhan Yang Maha
Kuasa selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini bukan satu-satunya ungkapan yang
harus disetujui, namun justru terbuka untuk diteliti, dikaji dan dikritik, penulis
harapkan kritik untuk kesempurnaan Tesis ini.

Banda Aceh, 2012

Penulis

Sukmawati
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tiori
1. Kajian Terdahulu

Pada dasarnya kajian-kajian terhadap masalah kedewanan dan
pengelolaan keuangan berbagai daerah di Indoneésia” sudah banyak
dilakukan penelitian-penelitian baik oleh par@_ahli maupun mahasiswa
menurut stata pendidikan (S1, S2 mauptn S3). Oleh karenanya berawal
dari fenomena kajian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara
khusus dilakukan pengkajian pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Untuk maksud .tersebut penulis sangat perlu mempedomani
penelitian-penelitian terdahulu diantaranya :

a. Paimin Napitdpulu Tahun 2003, dengan judul "Peranan DPRD
Propinsi ©/DKI Jakarta dalam pembangunan pemerintahan yang
bertanggungjawab”, sedangkan hasil penelitian yang diperoleh Manakala
pemerintah bekerja sungguh-sungguh, tranparansi, jujur serta mau
bekerja sama dengan rakyat dan bertanggung-jawab kepada yang di
perintah, maka rakyat akan senantiasa percaya kepada pemerintahnya
sehingga legitimasi senantiasa dapat diperbahuri walaupun kinerja
pemerintah cenderung menurun, bahkan mengecewakan sekatlipun.

b. Gandhi Tahun 2003, dengan judul "Pengaruh pemeriksaan intern,
pemeriksaan ekstern dan penilaian DPR terhadap akuntabilitas Keuangan

Departernan (suatu servei pada badan Keuangan dan Pembangunan, BPK,
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 9
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DPR dan Departeman)” sedangkan hasil penelitian yang diperoleh
Pemeriksaan untuk dapat mempraktekkan konsep kemitraan sebagai
auditor intern menganggap derinya sebagai mtra kerja manajemen,
dengan hubungan antara auditor intern dirinya sebagai mitra kerja
manajemen

¢. Zulkifli Tahun 2011 dengan judul "Kontitusi peranan_ legislatif dalam
peranan kebijakan publik (Kajian pada legislatif dengan eksekutif dalam
proses perumusan kebijakan, pencegahan dap Pemberantas tindak pidana
Pencucian Uang”, sedangkan hasil penclitian yang diperoleh Kapisitas
yang scimbang antara legislatif”dan “veksekutif serta ditunjang oleh
kribilitas partai politik yang memiliki komitmen untuk menegakan rezim
dan pencucian uang niénjadi penentu kontruksi, peran legislatif dalam
perumusan kebijakdn ) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang.

d. Sayed“Amirulkamar Tahun 2011 dengan judul “Kebijakan Protokoler
Pimpinan dan Anggota DPR Aceh Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
2007, sedangkan hasil yang diperoleh Kesejajaran antara eksekutif
dengan legislatif sekaligus Penguatan fungsi DPR Aceh dan adanya
kesamaan status sebagai pejabat negara dalam koridor chek and balance

e. Syafrida fitri Tahun 2008 dengan judul “pengelolaan Keuangan
Daerah Perspektif Permendagri No. 13 tahun 2006 Pada Pemerintah
kota Binjai” bahwa hasil penelittan menunjukkan bahwa
proses penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah di Kota
Binjai belum mencerminkan sepenuhnya aspirasi masyarakat daerah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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di mana arah dan kebijakan umum anggaran lebih didominasi oleh
kepentingan elit lokal diatasnya sertabelum optimalnya peranan panitia
anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai sebagai wakil
rakyat di daerah.

Tabel 2.1
Beberapa kajian terdahulu

No | Nama Peneliti Fenomena Hasil Penelitian

1. | Paimin Peranan DPRD | Manakala  pemerintah
Napitupulu Propinsi DKI Jakarta ~bekegja sungguh-
Tahun 2003 dalam pem-bangunan, “{ sungguh, tranparansi,
pemerintahan  _ yang- jujur serta mau bekerja
bertanggungjawab! sama dengan rakyat dan
bertanggung-jawab
kepada yang di perintah,
maka  rakyat  akan
senantiasa percaya
kepada pemerintahnya
sehingga legitimasi
senantiasa dapat
diperbahuri  walaupun
kinerja pemerintah
cenderung menurun,
bahkan mengecewakan
sekalipun,

2. “\Gandhi Pengaruh pemeriksaan | Pemeriksaan untuk dapat
‘Tahun 2003 intern,  pemeriksaan | mempraktekkan konsep
ekstern dan penilaian | kemitraan sebagai
DPR terhadap | auditor intern
akuntabilitas menganggap derinya
Keuvangan Departeman | sebagai mtra  kerja
(svatu servei pada | manajemen, dengan
badan Keuangan dan | hubungan antara auditor
Pembangunan, BPK, | intern dirinya sebagai
DPR dan | mitra kerja manajemen,
Departeman).
3. | Zulkifli Kontitusi peranan | Kapisitas yang seimbang
Tahun 2011 legislatif dalam | antara  legislatif dan
peranan kebijakan | eksekutif serta ditunjang
publik (Kajian pada | oleh kribilitas partai
legislatif dengan | politik yang memiliki
cksekutif dalam proses | komitmen untuk
perumusan kebijakan, [ menegakan rezim dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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pencegahan dan | pencucian uang menjadi
Pemberantas  tindak | penentu kontruksi, peran
pidana Pencucian | legislatif dalam
Uang perumusan  kebijakan

pencegahan dan

pemberantasan  tindak
pidana pencucian uang.

4, | Sayed Implementasi Kesejajaran antara
Amirulkamar Kebijakan Protokoler | eksekutif dengan
Tahun 2011 Pimpinan dan Anggota | legislatif sekaligus

DPR Aceh Penguatan fungsi DPR

Aceh, | dan  adanya
kesamaan status sebagai
pejabat - negara  dalam

keridor chek and balance
5 | Syafrida Fitri Pengelolaan Keudngan-| Proses penyusunan
Tahun 2008 Daerah Pérspekiif | Anggaran  Pendapatan
Permendagrii, MNo'13 | Belanja Daerah di Kota
Tahun _.2006" pada | Binjai belum
Pemerintah Kota | mencerminkan
Binjai sepenuhnya aspirasi
masyarakat daerah di
mana arah dan kebijakan
umum anggaran lebih
didominasi oleh

kepentingan elit  lokal
diatasnya serta belum
optimainya peranan
panitia anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah Kota  Bijjai
sebagai wakil rakyat di
daerah

Jika dilihat lebih jauh serta penelitian-penelitian terdahulu, pada
dasarnya pengelolaan adalah pekerjaan manajemen dimana fungsi
manajemen yang diterjemahkan oleh Ernie (2005 : 11) sebagai berikut :

Fungsi Perencanaa (Planing)

Menetapkan tujuaan dan target bisnis

Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut
Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan

Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian  tujuan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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dan target bisnis

Fungsi Pengorganisasian (Organizing)

» Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan
menetapkan prosedur yang diperlukan

¢ Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis
kewenangan dan atnggung jawab

» Kegiatan perckrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan
sumber daya manusia/tenaga kerja

» Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi paling tepat

Fungsi Pengimplementasian (Directing)

o Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan @an target bisnis
sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan

» Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas\penyimpangan yang
mungkin diternukan

s Melakukan berbagai alternatif solosi atas berliagai' masalah yang terkait
dengan pencapaian tujuan dan target bistiis

Dari definisi yang dikemukakan‘di atas makin jelas bagi kita
bahwa fungsi manajemen merupakan langkah-langkah yang harus
dijalankan untuk menc¢apai ‘tujuan organisasi yang diawali dari
perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggung
jawaban. Fungsi” ini” harus benar-benar dijalankan dalam pengelolaan
semua unsur-unsur yang berkaitan dengan pencapaian tujuan baik
keuntungan dan pelayanan untuk organisasi bisnis dan jasa, maupun
kinerja bagi menejer atau pimpinan.

2. Konsep Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dilihat sebagai wadah berkah bagi
daerah-daerah. Dengan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu, daerah-daerah menjadi milik
keleluasan dan kebebasan untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri.
Otonomi bertiti tolak dari adanya hak dan wewenang untuk berprakarsa

dan mengambil keputusan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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daerahnya guna kepentingan masyarakatnya dengan jalan mengadakan
berbagai peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi (E.Koswara
2001:77).

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah, adalah upaya
memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan
dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi—daerah. Dengan
demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan “Se¢cara nyata dengan
penerapan otonomi daerah luas dan kelafigstngan pelayanan umum tidak
diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional
(Widjaja 2002:2).

3. Kebijakan Otonomi Daerak

Di era otonomi dacrah (Pemerintah Daerah) kewenangan eksekutif
tidak lagi hanyd mierumuskan dan menentukan arah pembangunan suatu
daerah_ tetapi” eksekutif juga dapat mengatur kebijakannya melalui
kewenangan legislatif yang ada padanya. Kewenangan ini merupakan
suatu pijakan, pedoman maupun perlindungan hukum agar setiap langkah
ataupun rencana yang telah disiapkan tidak dapat lagi diganggu gugat oleh
stapapun juga. Hal ini dikarenakan, potensi dan keanekaragaman, peluang
dan persaingan global dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya
kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban
menyelenggarakan pemerintah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat di daerah. Sehingga keinginan untuk
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memberikan hak otonomi dalam menjalankan sendiri pemerintahan
didaerah, pemerintah pusat melalui berbagai peraturan perundang-
undangan berupaya secara maksimal untuk lebih memperhatikan lagi
daerah-daerah yang ada gunanya menjaga keutuhan NKRI dengan
dikeluarkannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut azas
desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan
kesempatan dan keleluasan kepada daerah<{ untuk” menyelenggarakan
otonomi daerah. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi @tas-Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten dan, kota” mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur oleh UU. Otonomi daerah menjadi parameter terbaru bagi siap
tidaknya daerali smengurus rumah tangganya sendiri. Eksistensi dan
kebijaksanaan tersebut diarahkan agar pemerintah daerah mampu mencoba
pembangunan dirinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dalam kaitannya dengan itu, maka otonomi daerah bisa
dipahami sebagai pemberian kepercayaan yang strategis kepada organisasi
pemerintah daerah.

Konsep otonomi harus mampu mengalahkan prakarsa, inovasi
reorganisasi dalam menggerakkan semangat rakyatnya untuk membagun
daerahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

pasal 18 (sebelum mengalami perubahan) memang tidak mengatur secara
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detail segala aspek menyangkut pemerintahan daerah, akan tetapi hanya
mengatur pokok-pokoknya saja. Oleh karena itu, the founding father telah
memformulasikan adanya pembagian organisasi Negara Indonesia
kedalam bangsa Indonesia memiliki berbagai keberagaman yang tidak bisa
dikelola dengan menerapkan paham sentralistik. Namun diperlukan
kearifan lokal dan tindakan lokal yang memiliki oleh masing-masing
pemerintah daerah dan masyarakat yang disesuaikan dengan etika dan
budaya lokal, tanpa menyimpang dari tujuan nasienai‘dan prinsip Negara
kesatuan NKRI.

Konteks otonomi daaerah imilah “sangat diperlukan perubahan
organisasi yang lebih tanggap ~dan memiliki akuntabilitas. Dalam
kaitannya dengan itu, “\maka diperlukan pelayanan birokrasi untuk
memberikan respori terhadap berbagai tantangan secara adil dan bijaksana.
Munculnya partisipasi politik terhadap pengambilan kebijaksanaan
birokrasi merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan. Dalam hal
itu, \diperlukan perubahan yang cukup mendasar dalam menyusun
program-program pemerintah dengan tanpa meninggalkan tata aturan
organisasi yang ada. Melihat keadaan ini, perlu segera dilakukan
reorganisasi birokrat pemerintahan daerah. Sehingga menjadi bentuk
organisasi yang terbuka, fleksibel, ramping, efesien, rasional dan
terdesentralisasi secara kuat. Artinya harus diciptakan wahana baru
birokrasi pemerintah dengan titik berat pada pemberdayaan secara sosial,

ekonomi dan politik pada daerah kabupaten dan kota. Karena daerah
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berkeinginan untuk mengelola sendiri  pelaksanaan administrasi
pemerintzhan serta sumber-sumber kekayaan yang dimilikinya. Terdapat
beberapa dasar pemikiran yang melatar belakangi mengapa kepemimpinan
kepal daerah penting dan menarik untuk dipelajari.

Sepanjang sejarah sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, masa
pendudukan Jepang, masa proklamasi kemerdekaan, masa'opde lama, orde
reformasi dewasa ini, kedudukan dan peran kepala da¢rah dengan beragam
penyebutan seperti Gubemnur, Bupati, Wahkotatelah menunjukkan
esistensinya baik sebagai pemimpin€ ofganisasi pemerintahan yang
mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, maupun dalam
memimpin organisasi administrasi pemerintahan, Oleh karena itu, dalam
UU Nomor 32 tahun 2004 'tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2
yang terdiri dari- kapala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). Keberaddan pemerintahan di daerah adalah merupakam suatu
bentuk organisasi pemerintah yang lebiih kecil atau pada tingkatan daerah
yang dikatakan sebagai pemerintahan dacrah. Karena itu, penyerahan
kekuasaan dari rakyat pada Negara demokrasi terbagi dua yaitm 1.
Pemerintah (cksekutif) yang diserahi kekuasaan uniuk melaksanakan
peraturan berbagai kebutuhan masyarakat. 2. Lembaga perwakilan rakyat
(Legislatif) yaitu lembaga yang berwenang dalam hal merumuskan dan
membuat aturan untuk dilaksanakan oleh pemerintahan serta melakukan

pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah.
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Fungsi yang diemban oleh eksekutif (Kepala Daerah) terdiri dari
tiga fungsi yaitu: Fungsi eksekutif, fungsi legeslatif dan fungsi yudikatif,
Oleh karena itu, eksekutif dalam melaksanakan sistem demokrasi salah
satu fungsinya yang paling menonjol adalah fungsi pemerintahan,
sehingga sejalan dengan berbagai hal tersebut di atas mendorong secara
serius kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) untuk melaksankan
dan menjalankan roda pemerintahan guna mewujutkan-masyarakan yang
sejahtera dan pembangunan yang berkelanjatan, Berbagai pengaturan
dalam semua Undang-undang tentang/ pemerintahan daerah membuat
peran kepala daerah sangat strategis, karena kepala daerah sangat penting
dalam menunjukkan kebérhasilan pembangunan lokal maupun
pembangunan nasional‘ pada” umumnya, sebab pemerintahan daerah
merupakan subsistern dan pemerintahan nasional atau negara, efektifitas
pemerintahan, ‘negara tergantung pada efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan” di daerah. Keberhasilan kepemimpinan di daerah
menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional.

Ketidakmampuan kepala daerah mensukseskan kinerja dan
efektifitas penyelenggaraan pembangunan nasional. Pembangunan dan
tidak ikut campurnya pemerintahan pusat dalam hal pelaksanaan otonomi
di daerah belumlah menjadi suatu jaminan akan tercipta serta akan
terlaksananya prinsip-prinsip good governance (Tata pemerintahan yang
baik). Bagian juga yang sangat menentukan terhadap pelaksanaannya good

governence adalah pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan. Karena
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kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) bersama dengan wakil
kepala daerahnya sering tidak sejalan dengan menejemen pemerintahan
yang akhirnya berdampak kepada program menjadi terhambat. Kemudian
juga sering terjadi penggantian pejabat yang memimpin suatu biro, dinas,
instansi dan badan setiap saat tanpa melihat berapa lama pejabat tersebut
menjabat. Selain itu penempatan para pejabat yang tidak sesuai dengan
latar belakang pendidikannya juga dapat menighambat kinerja
pemerintahan daerah.

a. Konsep pemerintah dan pemerintahan daerah

Pemerintahan adalah semua, kégiatan lembaga-lambaga atau
badan-badan public tersebut -dalam menjalankan fungsinya untuk
mencapai tujuan Negara (pemerintah dilihat dari aspek dinamikanya).
Kemudian pengertian pemerintahan dapat dibedakan dalam pengerti
luas dan sempit/ Pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah segala
kegiatan “badan-badan public yang meliputi kekuasaan eksekutif,
legislative, yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara, sedangkan
dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang
hanya meliputi kekuasaan eksekutif saja. Pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan
republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar

Negara republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pekerja dapat
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dikoordinasikan oleh pemerintah atasan kepada para bawahan yang
menjangkau dari puncak sampai dasar dari seluruh badan usaha.

Pelayanan pemerintahan di tingkat provensi merupakan tugas
dan fungsi utama kepala daerah provinsi sebagai kepala wilayah dan
wakil pemerintah pusat di daerah. Kepala daerah menerimah
pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari pusat yang
mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemérintahan di daerah
provensi, pemberdayaan masyarakat, (" pelayanan masyarakat,
penyelenggaraan ketentraman dan keteértibaan umum dan pemeliharaan
prasarana dan faslitas pelayanan bmum serta pertanggung jawaban
kepada dewan perwakilan-rakyat daerah provensi (DPRD) scbagai
lembaga legislative dixdaerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas
utama pemerintah secara umum, yaitu memberikan pelayanan kepada
masyarakadt,  Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada
masyarakat ' maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan Negara
yaitu~ menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada
masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaran pemerintahan
dan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan
fungsi pelayanannya mempunyai tiga fungsi utma, antara lain:

1. Memberikan pelayanan baik pelayanan perorangan maupun
pelayanan publik.
2. melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untik meningkatkan

pertumbuhan ekonomi.
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3. memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian juga,

pemerintah wajib memberikan pelayanan perorangan dengan biaya
murah, cepat, berkualitas, professional dan baik serta adil.

J. Kaloh (2003: 4) kepala daerah dalam semua Undang-undang
tentang pemerintahan daerah membuat peranan kepala daerah sangat
strategi, karena kepala daerah sangat strategis, karena kepala daerah
merupakan komponen signifikan bagi keberhasilati”pembangunan
nasional, sebab pemnerintahan daerah merupakan subsistern dari
pemerintah nasional atau Negara. JFEfektifitas pemerintahan Negara
tergantung pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Maka, fungsi kepala dacrah -dalam bidang pemerintahan hanyalah
meliputi tiga hal yaitu:

1. Pelayanan képada masyarakat (services).

2. Pembuatan,/pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat
(regulation), dan

3».Pemberdayaan (empowerment).

Kepala daerah menurut Nurcholis (2007:212) adalah pimpinan
lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan. Dalam wujud
konkritnya lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi
pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan
didaerahnya, seperti:

a. Untuk daerah provinsi lembaga pelaksana kebijakan daerah

adalah pemerintah provinsi yang dipimpin oleh gubernur sebagai
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kepala daerah provinsi dan dibanfu oleh perangkat pemerintah
provinsi.

b. Kemudian, kepala daerah kabupaten adalah lembaga pelaksana
daripada kebijakan daerah kabupaten yang dipimpin oleh bupati.
Jadi, bupati dan perangkatnya adalah pelaksana peraturan
perundangan dalam lingkup kabupaten (peratruran_daerah dan
peraturan  kepala daerah) serta pelaksana  dari pada
kebijakan/peraturan daerah yang dibuaf bersama dengan DPRD
kabupaten maupun melaksanakan” semua’ peraturan perundangan
yang baik yang dibuat oleh DPR" dan presiden, menteri, dan
gubernur.

c. Pemerintah kota~yang dipimpin oleh walikota bukan bawahan
pemerintah “provinsi. Pemerintah kota adalah daerah otonomi
dibawah, “Koordinasi pemerintah provinsi. Walikota dan
perangkatnya adalah pelaksana kebijakan daerah kota yang dibuat
Yersama DPRD kota.

d. Sarundajang, (2000:75-76), menyatakan bahwa kepala daerah
disamping sebagai pimpinan pemerintahan juga sebagai
penyelenggara pemeritahan daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD, sekaligus adalah pimpinan daerah dan
pengayom masyarakat sehingga kepala daerah harus berpikir,
bertindak dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan

bangsa, Negara dan masyarakat umum.
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e. Maka dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah daerah
apabila kepala daerah itu gubernur maka bertanggungjawabnya
kepada DPRD provinsi dalam kedudukannya sebagai wakil
pemerintah, gubemur betanggungjawab kepada presiden. Bupati dan
walikota bertanggungjawab kepada DPRD kabupaten/kota dan
berkewajiban memberikan laporan kepada presiden melalui menteri
dalam negeri dengan tembusan kepada gubernui,

Kemudian, Syaukani (2000:43) kepala daerah adalah pejabat
Negara yang menjalankan tugas-tugas dibidang dekonsentrasi. Kepala
daerah bertanggungjawab kepada pemerintah pusat. Sedangkan kepada
DPRD,  kepala  daemah .“hanya  memberikan  keterangan
pertanggungjawaban ‘dalam bidang tugas pemerintah. Adapun tugasnya
sebagai pejabat’Negara dalam bidang dekosentrasi meliputi:

a. Membinakefentraman dan ketertiban umum

b. Melaksanakan usaha-usaha dalam pembinaan ideologio Negara dan
politik dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa

c."Menyelenggarakan koordinasi antara instansi-instansi vertical dan
dinas-dinas daerah

d. ‘Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah

e. Mengawasi dan mengusahakan dilaksanakan peraturan perundang-
undangan pemerintah pusat dan daerah

f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat
g. Melaksanakan tugas yang belum diatur oleh pemerintah pusat.

Pengertian yang lain juga disampaikan oleh Pide (1999:50-52)
tentang kepala daerah adalah pejabat yang menjalankan hak, wewenang
dan kewajiban pimpinan pemerintah daerah atau pejabat yang
memimpin penyelenggaraan dan pertanggungjawaban sepenuhnya
tentang’ jalannya pemerintahan daerah.
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Adapun tugas kepala daerah adalah kekuasaan kepala daerah
yang dirinci secara jelas menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang wajib dikerjakan atau dilaksanakan oleh kepala daerah.
Termasuk hak-hak kepala daerah seperti kekuvasaan kepala daerah
dengan persetujuan DPRD untuk menetapkan peraturan daerah (perda)
atau mengeluarkan keputusan dan peraturan kepala daerah untuk
melaksanakan perda. Oleh karena itu, maka .posisi kepala daerah
terdapat dua fungsi.

Manan, (2001: 129-130) yaitu:’(1 ) Fungsi sebagai kepala daerah
otonomi yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggungjawab
sepenuhnya tentang jalarmya -pemerintahan daerah dan (2) Fungsi
sebagai kepala wildyah" yang memimpin penyelenggaraan urusan
pemeintahan uivm yang menjadi tugas pemerintahan pusat didaerah.

Hal ihijuga dalam pandangan Marbun (1983: 87) mengatakan
bahwa\begitu penting dan luasnya tugas seorang kepala daerah baik
sebagai kepala wilayah yang harus mempunyai kecakapan dibidang
pemerintahan dan dipercaya sepenuhnya oleh pemerintah serta sebagai
kepala daerah otonom, maka ia perlu pendapatkan dukungan dari rakyat
yang dipimpinnya. Pendapat lainnya juga di nyatakan oleh Unan (2004:
100) bahwa dalam fungsinya sebagai alat pemerintah daerah, kepala
daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif dibidang
pemerintahan daerah, baik dalam urusan rumah tangga daerah maupun

bidang pembantuan. Kemudian, pengertian kepala daerah menurut
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Latief (2006:7) kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan
daerah yang akan bertindak mewakili pemerintah daerah dalam segala
hubungan hukum baik yang bersifat publik maupun privat, mempunyai
kewenangan untuk bertindak dalam menyelenggarakan pemerintah
daerah.
b. Konsep kepala daerah
Kepala daerah berdasarkan ketentuan UU Nomer34 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat{(}).ddn (2) adalah ; Ayat |
setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut
kepala daerah. Ayat 2 kepala dacrahisebagaimana dimaksu pada ayat 1
untuk provensi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan
untuk kota disebut walikota. Artinya, ketentuan Pasal 24 ini telah
memberikan kegtepasan bahwa yang dimaksud dengan kepala daerah
adalah guberniur, bupati, dan walikota sebagai pelaksana
penyelenggaraan pemerintah diwilayah otonominya masing-masing.
Karena, dalam fungsinya sebagai alat pemerintah daerah, kepala daerah
memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik
dalam urusan rumah tangga daerah maupun bidang pembantuan. Oleh
karena itu, sebagai pihak yang memimpin pelaksanaan eksekutif daerah,
maka ia dikatakan sebagai lemabaga eksekutif daerah. Sebagai lembaga
eksekutif daerah, kepala daerah memberikan penanggung jawabnya

kepada DPRD.
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¢. Kedudukan kepala daerah

Kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah menurut
Undang- Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
khususnya pada Pasal 37 (1) gubemur yang karena jabatannya
berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah diwilayah provinsi yang
bersangkutan. (2) dalam kedudukannya sebagaimana.dimaksud pada
ayat (1), gubernur bertanggungjawab kepada presiders: Dalam konteks
pelaksanaan otonomi daerah, seorang! 'kepala daerah dalam
implementasi pola kepemimpinanrya‘, seharusnya tidak hanya
berorientasi pada tuntutan untuk' memperoleh kewenangan yang
sebesar-besarnya, tanpa wmwenghiraukan makna otonomi daerah itu
sendiri yang lahir dati suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas
manajemen mgnyelefiggarakan pemerintahan, yang betujuan untuk
memberikan ‘pelayanan yang, lebih baik pada masyarakat. Paradigma
baru otoniomi daerah harus diterjemahkan oleh kepala daerah sebagai
upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan
fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat, karena otonomi daerah
bukanlah tujuan, melainkan suatu instrument untuk mencapai tujuan.
Instrument tersebut harus digunakan secara arnf oleh kepala daerah
tanpa harus menimbulkan konflik pusat dan daerah, atau antara provinsi
dan kabupaten karena jika demikian makna otonomi daerah menjadi

kabur.
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d. Tugas dan kewajiban Kepala Daerah
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 25 yang
menyangkut tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah adalah:
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan rencangan perda;

3. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

4, Menyusun dan mengajukan rancdngan perda tentang APBD kepada

DPRD untuk dibahas dan ditetapkan;

4. Tujuan Otonomi Daerah

Proses peralihan.dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi
disebut daerah'otonomi, dimana dengan Otonomi merupakan penyerahan
urusan pemerintah kepada pemerintah daerah terhadap operasional dalam
rangka sistem birokrasi pemerintahan. Dengan otonomi pemerintah daerah
mempunyai hak penuh untuk mengelola keuangannya sendin mulai dari
perencanaan sampai dengan penggunaaan anggaran maupun kebijakan
sehingga diharapkan akan tercapai efektifitas dan efesiensi serta tepat
sasaran dalam memberikan serta kebutuhan terhadap pelayanan kepada
masyarakat, Dengan otonomi berarti menyerahkan segala urusan kepada
pemerintahan daerah dalam rangka menunbuh kembangkan daerah dan

masyaratnya.
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Widjaja (2002 : 76) “Tujuan yang hendak dicapai dalam
penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah
dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah
dalam proses pertumbuhan”. Sejalan dengan penyerahan wewenang atas
segala urusan dalam rangka memakmurkan rakyatnya serta diharapkan
akan membawa perubahan kearah kebaikan baik dari sisi-kéuangan, sosial,
politik maupun budaya yang dikembangkan se€ara bersama oleh berbagai
elemen di daerah.

Prosojo (2007 : 41) Otonomi\daerah pada satu sisi membawa
kebaikan karena melibatkansbaik/niegara (pemerintah), sektor swasta,
maupun masyarakat madani, dalam proses pembuatan dan pelaksanaan
keputusan”. Keterlibatan' berbagai pihak dalan berbagai urusan maupun
kebijakan kadang Kala akan meninbulkan masalah atau konflik sehingga
menjadi beban tersendir bagi daerah, apabila urusan tersebut akan menjadi
beban dacrah, maka akan dilaksanakan melalui asas medebewind atau asas
pembantuan. Proses sentralisasi pada dasarmya tidak semata-mata
desentralisasi administratif tetapi juga bidang ekonomi dan sosial budaya.
Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada
organisasi/administratif pemerintahan daerah saja, akan tetapi juga bidang

politik dan budaya.

5. Prinsip-prinsip Good Governance
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di era otonomi daerah
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yang merupakan tuntutan masyarakat dapat terwujud apabila terciptanya
suatu sistem pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu,
perubahan perilaku birokrasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan
otonomi daerah sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sejalan dengan konsep good governance sebagai
domain pemerintahan yang baik antara lain:

1. Menekankan penyelenggaraan pemerintahan yahg-—didasarkan pada
peraturan perundang-undangan
2. Kebijakan publik yang transparan,
3. Adanya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik.
Untuk dapat mewujudkan” kepemerintahan yang baik
menurut Hardijanto, (2002: 2); beberapa prinsip, dasar yang harus
diperhatikan antara lain;

1. Prinsip Kepastian Hukum

a, ‘Sistemi’ hukum yang benar dan adil, meliputi hukum nasional,
hukum adat dan etika kemasyarakatan.

b: pemberdayaan pranata hokum, melupiti kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan lembaga kemasyarakatan

c. Desentralisasi dalam penyusunan peraturan perundangundangan,
pengambilan keputusan publik dan lain-lain yang berhubungan
dengan masyarakat luas.

d. Pengawasan masyarakat yang dilakukan DPRD, dunia pers, dan
masyarakat umum secara transparan, adil, dan dapat
dipertanggungjawab.,

2. Prinsip Keterbukaan

a. Menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya asas
desentralisasi dan transparansi.

b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk
hidup layak, hak akan rasa aman dan nyaman, persamaan
kedudukan dalam hukum dan lain-lain.

¢. Memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

3. Prinsip Akuntabilitas
a. Prosedur dan mekanisme kerja yang jelas. tepat. dan benar,
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yang diatur dalam peraturan prundang-undang, dengan
mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

b. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.

¢. Memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar
hukum.

4. Prinsip Professional

a. Sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas dan
kapabilitas yang memadai, netral serta didukung dengan etika
dan moral sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

b. Memilki kemampuan kompetensi dan kode,»etik sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¢. Memodemisasi administrasi Negara dengan'mengaplikasikan
teknologi telekomunikasi dan informatika.yang tepat guna.

Organisasi yang terbesar dimanapusi sudah barang tentu organisasi
publik yang mewadahi seluruh lapisan mayarakat dengan ruang lingkup
Negara. Oleh karena itu, organisasipublik mempunyai kewenangan yang
terlegitimasi dibidang politik, administrasi, pemerintahan, dan hukum
secara terlembaga sehifigga ' mempunyai kewajiban melindungi warganya,
dan melayani{kebutuhannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak
untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakkan
peraturan,” Untuk melaksanakan kepemerintahan yang baik, membina
hubungan kemitraan dan saling percaya merupakan kunci utama.
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, prinsip penyelenggaraan
pemerintahan yang memenuhi prinsip good governance mencakup akunta
abilitas, transparansi, Kejujuran, Kesetaraan, Keterlibatan, konstitusional /
aturan dan Pengambilan keputusan.

Pada era otonomi daerah, setiap organisasi pemerintah daerah
menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan tuntuta kebutuhan

masyarakat yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan model
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organisasi yang ramping serta didukung oleh personil yang mempunyai
kemampuan, keahlian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasinya
seperti untuk promosi karier diperlukan adanya ukuran-ukuran baku yang
dapat dijadikan acuan obyektif yang akan dipergunakan sebagai alat ukur
promosi. Good governance (penyelenggaraan pemerintahan yang baik) ada
beberapa prinsip yang bisa menunjuk dijalankannya geod governance,
yaitu:

1. Adanya pengakuan atas pluralitas politik;
2. Adanya prinsip keadilan;
3. Akuntabilitas penyelenggaraan pemeriniahan dan
4. Prinsip keterbukaan

Satu hal yang sangat menarik dari adanya prinsip good governance,
yaitu mengenai ¢aknntabilitas, Dalam prinsip ini ada tiga dimensi
perencanaan daeral’ Yang memperkuat prakarsa masyarakat untuk ikut

dalam pelaksanaan otonomi daerah:

1. Dimiensi financial Segala penggunaan dana yang dilakukan oleh
pemerintah (eksekutif), harus benar-benar sesuai dengan persetujuan
legislative (parlemen), control parlemen tidak dimaksudkan untuk
bargaining politik (negosiasi) pihak parlemen, melainkan untuk
memastikan bahwa seluruh dana yang digunakan oleh pemerintah
adalah alokasi yang tepat, murah {efisien) dan terhindar dari manipulasi
yang akhimya bisa merugikan masyarakat.

2. Dimensi politik Dimensi ini berlaku pada pemerintahan, artinya setiap
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tindakan dari masing-masing pihak jelas legitimasi dan
pertanggungjawabannya pejabat publik tidak boleh merupakan hasil
negosiasi politik, melainkan harus benar-benar melalui proses politik
yang demokratis. Ketika pemilihan umum, rakyat haru sjelas memilih
siapa, dan yang terpilih juga memilki kejelasan pihak yang dipilih oleh
siapa.

3. Dimensi legal (formal) Dimensi ini merupakanpenjabaran nyata dari
prinsip Negara hukum, diaman pejabat publik/liarus memilki keabsahan
secara legal (formal), berdasarkan hukum ataa aturan yang berlaku. Hal
ini diperlukan agar tidak terjadi “akhir dan ketika muncul suatu
persoalan masyarakat jugi-hisa jelas memiliki rujukan untuk suatu
tuntutannya.

Ketiga prifisip dimensi terscbut, merupakan pondasi dari prinsip
good governance/ Jika dilihat dari dimensi tersebut, sangat jelas bahwa
pemerintah "harus dibangun dari sendi-sendi demokrasi. Maka good
governance hanya bisa terwujud jika syarat-syarat berikut bisa dipenuhi,
seperti akuntabilitas pemerintah, dan partisipasi. Implementasi otonomi
daerah dengan watak dasar memberi kepercayaan pada daerah dan adanya
keinginan untuk meningkatkan partisiasi rakyat, merupakan indikasi kuat
bahwa skema otonomi daerah bisa menjadi momentum untuk
menumbuhkan good governance.

6. Konsep Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah
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RI No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan vang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya
dalam batas-batas kewenangan daerah. Keuangan daerah dituangkan
sepenuhnya kedalam APBD. APBD menurut Peraturan Pemerintah RI No.
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangdn -Daerah yaitu Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjamya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah”/dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan
keseluruhan kegialan-"“yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaah, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah. Dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengawasan keuangan

daerah vang dilakukan oleh DPRD.

7. Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan merupakan suatu rangkaian kegiatan pemantauan,
pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik.
Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan
kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan
keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran

keuangan daerah/APBD. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
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Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa. DPRD mempunyai tugas
dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan
peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepada daerah, APBD,
kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah
dan kerjasama intenasional di daerah. Berdasarkan dari Undang-Undang
tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah
dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap
pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya
adalah dengan melihat, mendengar, dan/menceimati pelaksanaan APBD
yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan
informasi yang diberikan oleh-konstituen, tanpa masuk ke ranah
pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan,
dapat dilakukan hai-halsebagai berikut:
a. Memberitahukad kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti oleh
Satuan‘Pengawas Internal.
b. Membentuk pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat.
¢. Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik
Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Secara
sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap
kesesuaian  perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam
melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksaanaan

perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan
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publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beronentasi pada
prioritas publik. Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota
dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga
nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran,
anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau
penyimpangan alokasi anggaran.

Implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan di bidang
pemerintahan daerah belum bisa dijadikan acwan utama dalam
mewujudkan good public governance) khususnya di bidang pengelolaan
keuangan daerah dan pelayanan/publik, tetapi masih membutuhkan
pengkajian yang lebih ‘mendalam, khususnya menyangkut pengawasan,
pemahaman mengeénai siStem akuntansi keuangan daerah serta manajemen
atau pengeloladn kevangan daerah dalam kaitannya dengan pelayanan
publik. Dalam hal ini, unit satuan kerja dipandang memiliki peranan utama
dalam operasional roda pemerintahan di daerah, karena unit satuan kerja
merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban pemerintah daerah dan relatif
lebih banyak melaksanakan tugas operasional pemerintahan dan lebih
banyak mengkonsumsi sumber daya, yang tentunya harus diperuntukkan
dan dipertanggungjawabkan pada kepentingan publik. Salah satu
perubahan mendasar dalam manajemen keuangan daerah pasca reformasi
keuangan daerah adalah perubahan sistem akuntansi pemerintah pusat dan

daerah. Inti dari perubahan tersebut adalah tuntutan dilaksanakannya
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akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah, baik
pemerintah daerah provinsi méupun kabupaten dan kota, bukan
pembukuan seperti yang dilaksanakan selama ini.

Halim, (2002: 5), mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah
yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan
daerah yang baik agar penatasusahaan keuangan di daerah memiliki
akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain, pemahastian atas akuntansi
keuvangan daerah juga merupakan salah satu diniensi penting yang tidak
kalah penting dalam pengelolaan. Dengan pengawasan yang baik maka
alokasi anggaran publik yang tercermin dalam anggaran pendapatan
daerah (APED) dapat diperuntukan-untuk kepentingan publik.

Hal senada dikemukakan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2002:35)
bahwa sistem pertanggingjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan
dengan baik, \bila‘terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik
pula. Ini.berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APED
memiliki posisi strategic dalam mewujudkan manajemen pemerintahan
yang akuntabel.

Lebih lanjut Sopanah dan Mardiasmo (2002: 42) menyatakan
terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang
pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak peduli atau mungkin tidak
mengerti permasalahan sesungguhnya.

Pernyataan ini menandakan sistem akuntansi keuangan sebagai alat

kontrol perlu dipahami oleh personel atau pegawai unit satuan kerja
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pernerintah daerah yang berkomitmen, artinya keterlibatan pegawai yang
memiliki pemahaman di bidang sistem akuntansi harus didukung oleh
komitmen. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam
mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara
memadai oleh penyedia informasi kevangan. Sebagai alat kontrol dan alat
untuk mencapai tujuan pemerintah, dari kacamata akuntansi, khususnya
sistem akuntansi keuangan, akuntansi harus dapai-—berperan dalam
mengendalikan roda pemerintahan dalam berituk, pengelolaan keuangan
daerah berdasarkan aturan yang berlaki, ‘pengawasan. Dalam konteks
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang ditegaskan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 05 ‘Fahun 2000 yang telah dirubah menjadi
Peraturan Pemerintah Nomeor 58 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri
Dalam negeri Nomior-13 Tabun 2006 yang telah dirubah menjadi
Keputusan Menteri” Dalam negeri Nomor 59 Tabun 2007 dinyatakan
bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD
melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.

Pengawasan dimaksud bukan merupakan pemeriksaan tetapi
pengawasan yang lebih mengarah untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan dalam APBD. Ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan
olech DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada
pencapaian sasaran APBD. Sejalan dengan uraian tersebut.

Selanjutnya Mardiasmo (2005: 34) mengatakan untuk menjamin

bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalanjan secara
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ckonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan suatu system pengendalian
yang efektif. Dengan demikian pemahaman tentang Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah Dalam implementasi pengelola keuvangan daerah
diharapkan para pengelola perlu memiliki pemahaman yang memadai
tentang sistem akuntansi kevangan daerah agar dapat menyajikan laporan
keuangan yang handal.

Herbert et. al (1984: 3) menegaskan pada oiganisasi pemerintah
terdapat duva orientasi atau kepentingan (yang~ diperankan dalam
menjatankan roda pemerintahan, yaitu oriéntasi laba dan bukan laba (profit
and nonprofit). Oleh karena itu, personel yang terkait dengan pifiata
usahaan keuangan daerah perfu.mermahami akuntansi. Mereka juga perlu
memahami pelaporan “akumtansi, memahami bagaimana informasi
akuntansi digunakan wdtuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan
pengendalian,

Halim (2002 : 32) mengatakan bahwa “Akuntansi keuangan daerah
adalah 'proses pengindentifikasian, pencatatan dan pelaporan transaksi
ekonomi (kevangan) dari suatu organisasi entitas yang dijadikan sebagai
informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak
yang memerlukan termasuk analisis atas laporan tersebut™.

Dalam PP Nomor 105 yang telah dirubah menjadi PP 58 Tahun
2006 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerash harus dilakukan
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
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asas keadilan dan kepatutan.

Anggaran (budget) menurut Yujana (1992 : 104) dapat
didefinisikan dalam arti sempit maupun arti luas yaitu: “Dalam arti sempit,
anggaran dimaksudkan sebagai rencana kerja keuangan, sedangkan dalam
arti luas anggaran merupakan suatu proses yang terus menerus, yang
dimulai dari tahap penyusunan sampai pada tahap pertanggungjawaban
penggunaan dana yang berwenang,.

Husen (2005: 107), menegaskan baliwa, pengawasan memiliki
hubungan yang cukup kuat dengan pergelolaan kevangan unit satuan
kerja, misalnya perencanaan. Artinya “dengan adanya perencanaan
pengelolaan keuangan yang. baik’ maka pengawasan juga dapat
dilaksanakan dengan ‘baik. ~“Artinya makin intensif implementasi
pengawasan ekterrial yarig dilakukan oleh dewan dan publik, makin baik
pengelolaan kedangan unit satuan kerja untuk meningkatkan intensitas
pengawasan® eksternal terhadap pengelolaan keuangan daerah, pihak
legislatif perlu meningkatkan pemahaman bagi{ anggota dewan secara
berkelanjutan di bidang pengawasan. serta meningkatkan pemahaman
personel di bidang pengelolaan kenangan daerah.

Sejalan dengan terus bergulirnya reformasi, pemerintah pusat
mengantisipasinya dengan dikeluarkannya paket kebijakan bagi perubahan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan peran dari lembaga
pemerintah daerah adalah bagi pelayanan publik (public services) secara

efektif dan efisien melalui otonomi daerah.
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Hal ini tentunya akan menuntut peran baru eksekutif dan legislatif
dalam pengelolaan dan pengaturan keuangan dan anggaran daerah secara
ekonomis, efisien, efektif, transparan dan. akuntabel. Dari segi ini peran
eksekutif dan legislatif serta masyarakat akan semakin besar, guna
menjamin terciptanya pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikah, -transparansi dan.
akuntabilitas. Dengan diberlakukannya UU Nemeor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25-takiin 1999 tentang Pertimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat “dan Daerah, maka akan terjadi
beberapa perubahan yang mendasar di dalam penyelenggaman sistem
pemerintahan daerah, fermasuk pelaksanaan manajemen keuangannya,
Perubahan tersebut) anfara lain pada perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan/pengendalian pengelolaan keuangan dan anggaran daerah.
Untukitu konsep dan kewenangan daerah yang lebih mengacu
pada_porsi kebijakan pusat, akan bergeser dengan mengarah pada
kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga,
daerahnya. Perubahan ini merupakan jawaban alat tuntutan reformasi bagi
terciptanya pemerintahan yang bersih dalam melaksanakan tugas-tugas
kepemerintahan sehingga perwujudan masyarakat madani (civil society)
yang memiliki nilai-nilai good governance yang mencerminkan demokrasi,
keterbukaan, kejujuran, keadilan yang berorientasikan kepentingan rakyat

dan bertanggungjawab kepada rakyat Koswara, 2000: 37. Dari sisi ini
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maka sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tidak hanya
terfokus pada pemerintah propinsi dan pusat (vertical accountability)
melainkan lebih dititik beratkan pada masyarakat melalui DPRD

(horizontal accountability).

8. Fungsi DPRD Sebagai Pengawas Kenangan Daerah/APBD

Pengawasan anggaran secara yuridis telah diatur baik di tingkat
Undang-Undang, peraturan pemerintah dan juga,dalani peraturan daerah
mengenai pengelolaan keuangan daerah, Dalamy” konteks pengelolaan
keuangan, pengawasan terhadap anggaran/ dijelaskan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 132 yang menyatakan” bahwa DPRD melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan
tersebut bukan Yerarti pemeriksaan, tapi lebih mengarah pada pengawasan
untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.
Hal ini\sesuai juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13
Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran
yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan
APBD. Ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD
merupakan pengawasan ekstemal dan ditekankan pada pencapaian sasaran
APBD. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap
pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada
setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja

Pengawasan terthadap APBD penting dilakukan untuk memastikan
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(1) alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan diajukan untuk
kesejahteraan masyarakat, (2) menjaga agar penggunaan APBD ekonomis,
efisien dan efektif dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar
dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telah
dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya
kebocoran (Alamsyah, 1997).
Untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap-APBD anggota
dewan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang anggaran
mulai dari mekanisme penyusunan “@nggaran sampai kepada

pelaksanaannya,

9. Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Dacrah/APBD

Kinerja DPRI)" dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai
anggota dewan terganfung kepada kompetensinya. Adapun hal-hal yang
mempengaruhi, kinerja DPRD dalam penelitian ini dilihat dari sudut
pandang, individu anggota dewan yang berada pada DPR Aceh periode
2009-2014. Pengertian kinerja dalam suatu organisasi merupakan jawaban
dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Hasibuan (2000) mengemukakan. Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu
hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan
kesungguhan serta waktu, Kinerja mengandung dua komponen penting
yaitu: kompetisi; berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan
untuk mengidentifikasikan tingkat kinerjanya. Produktivitas; kompetisi
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tersebut dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan
Yang tepat untuk mencapai hasil kinerja atau outcome (Wibowo, 2007).
Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

Definisi di atas dapat dikatakan bahwa Kinerja DPRD dalam
pengawasan keuangan daerah/APBD adalah  keluaran/hasil dan
kegiatan/program yang dicapai oleh anggota dewan dalam melaksanakan
kegiatan atau tindakan pengawasan terhadap penggunaan APBD dengan
kuantitas dan kualitas yangcterukr yang didasarkan atas kompetensi,
pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan tersebut.
Mengenai tugas dan fungsi DPRD bahwa. Tugas utama badan Legislatif
adalah di bidang pérundang-undangan, menentukan policy (kebijaksanaan)
dan membuat undang-undang, termasuk mengadakan amandemen
terhadap” perundang-undangan yang diajukan oleh Pemerintah dan hak
budget serta mengontrol badanbadan eksekutif agar semua tindakannya
sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan (Budiardjo dan
Ambong, 1993). Fungsi dan tugas DPRD juga dijelaskan didalam UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa
DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi, yaitu: 1) fungsi

legislasi, 2) fungsi anggaran dan 3) fungsi pengawasan. Fungsi legislasi
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yaitu fungsi DPRD dalam membuat peraturan perundang-undangan.
Fungsi anggaran yaitu fungsi DPRD dalam menyusun anggaran, dan
Fungsi pengawasan yaitu fungsi DPRD untuk mengawasi kinerja eksekutif
dalam pengelolaan keuangan daerah dan melaksanakan peraturan daerah,
kebijakan pemerintah daerah dan berbagai kebijakan publik lainnya secara
konsisten.

Dalam penelitian ini fungsi dewan yang dibahas adalah fungsi
pengawasan yaitu pengawasan dewan terhadap/APBD! Hal ini juga diatur
di dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Pasal 293 dan 343 ayat (1) huruf c\yang menyatakan bahwa DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan
pengawasan terhadap ‘pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran
pendapatan dan /béelanja daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini
merupakan periegasan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Agar fungsi pengawasan dapat bejalan secara efisien dan efektif,
maka diperlukan adanya pengorganisasian proses yang baik dan terarah.
Tahap demi tahap pengawasan dituangkan dalam suatu rencana kerja
disertai dengan penjadwalan serta keterlibatan berbagai pihak dari dalam
maupun dari luar DPRD. Produk akhir dari proses pengawasan ini adalah
rekomendasi yang harus disikapi oleh eksekutif. Pengawasan anggaran

meliputi seluruh siklus anggaran. Secara sederhana pengawasan anggaran
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merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran
dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan. Adapun dalam
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kevangan daerah dalam hal ini
pengawasan DPRD terhadap eksekutif dalam melaksanakan APBD, para
anggota dewan yang baru terpilih dapat melakukan beberapa hal berikut :
1. Menghadiri rapat/sidang paripurna DPRD, rapat/sidang kerja komisi-

komisi dengan eksekutif yang diwakili oleh pejabat pengelola keuangan
daerah. Dalam rapat ini, DPRD dapat/ mengadakan pembahasan
mengenai berbagai hal dengan pemefintah terutama menyangkut
kebijakan anggaran maupun selaim\jtu, DPRD juga dapat membahas
hasil dengan pendapat kemisi-Komisi dengan masyarakat, LSM dan
akademisi. Oleh karena\ita anggota dewan sebisa mungkin harus
menghadiri rapat-rapat atau sidang yang sudah diagendakan untuk
membaha§ miasalah yang sedang terjadi di masyarakat.

2. Memahami setiap masalah yang sedang dibahas didalam sidang/rapat
yang sedang diikuti, Anggota dewan harus bisa mencermati dan
memahami apa saja masalah yang sedang dibahas dalam setiap sidang
DPRD. Untuk meningkatkan kinerja di bidang pengawasan APBD,
anggota dewan harus menguasai keseluruhan proses dan struktur
anggaran, Hal ini diperlukan agar anggota dewan dapat memahami dan
mengkaji secara teliti permasalahan anggaran yang sedang dibahas
sehingga pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran bisa

berjalan lancar nantinya.
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3. Melakukan kunjungan kerja, kunjungan kerja ini dapat berupa
kunjungan lapangan dan hearing dengan pimpinan unit kerja yang ada
di pemerintah daerah setempat ataupun kunjungan ke Kabupaten/Kota
di Provinsi lain yang bertujuan untuk melakukan studi banding
mengenai mekanisme anggaran yang dilakukan di daerah tersebut
apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Hasil kunjungan kerja
tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembelajafan-bagi para anggota
dewan dalam melaksanakan kegiatannya.
Untuk dapat meningkatkan kinerjanya’ di‘dalam pengawasan keuangan
daerah/ APBD, anggota DPRD harus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan
pengawasan keuangan daerah..S¢lain itu agar kegiatan pengawasan
tersebut dapat berjalan, dengan efektif anggota DPRD harus
meningkatkan ~Kualitdsnya secara individu baik dari segi personal,
pengalaman (pglitik serta pemahaman dan pengetahuan mengenai
anggarans sécara keseluruhan sesuai dengan perkembangan termasuk
penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. .
Banyaknya wajah-wajah barn yang terpilih sebagai anggota DPRD
periode 2009-2014, memerlukan waktu yang relatif lebih banyak untuk
mendalami dan memahami tugas serta wewenangnya dalam menjalani
peran sebagai wakil rakyat di daerah terutama dalam melaksanakan

fungsi pengawasan pelaksanaan APBD.
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B. Kerangka Berfikir

PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
SEKRETARIAN DPRA

GOOD
------------------- > GOVERNANCE

h 4

1. Penyusunan Anggaran

- Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;

- Penyusunan rencana Kebijakan Umum anggaran dan
penetapan perioritas dan plafon anggaran
sementara;

Penyusunan rencana kerjs dan anggaran SKPD;
Penyusunan rancangan perda APBD dan

<...----..-..---------_-----.

Penetapan APBD
v ,
Faktor Pendukung Faktor Penghambat Pengelolaan
1/ UUPA Keuangan
2. Otonomi Daerah 1. Keterlambatan Pengesahan
3. An APBA
ggaren 2, Sistem Konsolidasi Anggaran

C. Definisi Operasional
Sekretariat DPRA adalah bagian dari pemerintahan daerah yang
disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) , dengan demikian
yang menyangkut Keuangan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan pada
Sekretarian DPRA  sepenuhnya bersember dari kevangan darah, dimana
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

daerah yang dapat dinilai dengan vang termasuk di dalamnya segala bentuk
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kekayaan daerah dalam kerangka anggaran yaitu Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang di kelola secara benar dengan mempedomani
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang dilakukan secara tertib, efektif,
efisien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan
azaz keadilan dan kepatutan, sehingga anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun
anggaran/periode tertentn yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat,
Lebih lanjut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 ménjelaskan :

1. Tertib yaitu bahwa keuangan daerah dikélola'secara tepat waktudan tepat
gunayang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
dipertanggung jawabkan.

2. Taat pada peraturan pemmndang-undangan adalah bahwa pengelolaan
keuvangan daerah hanis perpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Efektif Merupakar pencapaian hasil program dengan target yang telah
ditetapkan

4. Efisien’merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan
tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran
tertentu.

5. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas
tertentu pada tingkat harga yang terendah

6. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan daerah
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7. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan
bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran
tentang sejauh mana pengelolaan keuangan di Sekretariats DPRA.

Pendekatan kualitatif dikembangkan untik ~mengkaji kehidupan
manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam dan
total/menyeluruh, dalam arti tak mengenal\pemilihan-pemilihan gejala secara
konsepsional ke dalam aspek-aspekfiya yang eksklusif yang kita kenali
dengan variabel Soetandyo (,1997: 65).

Di sisi lain penelitian kualitatif mencirikan makna “kuantitas” yang
menunjuk pada segi“alamiah” yang dipertentangkan dengan “kuantum” atau
“jumlah”;-Atas 'dasar periimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif
tampaknya’ diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan

Moleong { 1998: 73).

B. Fokus Penelitian.
Setiap penelitian diperlukan adanya fokus penelitian, karena bertujuan
untuk :
1. Membatasi studi atau akan membatasi bidang inquiri.
2. Untuk menentukan kriteria-kriteria untuk memasukkan/mengeluarkan

suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Artinya dengan melalui
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bimbingan dan arahan fokus yang telah ditetapkan peneliti tahu persis
data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana (meski mungkin
menarik tetapi karena tidak relevan) yang tidak perlu dimasukkan
kedalam data yang sedang dikumpulkan Strauss dan Corbin, 1990 dalam
Moelong (1998: 60). Sejalan dengan hal tersebut di atas penelitian
mengadakan rekonfirmasi data. Permasalahan dan fokus penelitian
sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitiaii-dijadikan sebagai
acuan didalam penentuan fokus walaupun{fgkus dapat berubah dan
berkembang di lapangan sesuai dengdn ‘perKembangan permasalahan

penelitian di lapangan.

C. Lokasi Penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Provinsi Aceh.
Pemilihan lokasi jni didasarkan pada pertimbangan bahwa Sekretariat DPR
Aceh adalah,tempat berkumpulnya para wakil rakyat yang memiliki fungsi
perencahaan dan pengawasan. Selain itu juga dilakukan pada Sekretariat

Sekretariat DPR Aceh selaku pelaksana anggaran.

D. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui
informan (penggunaan teknik identifikasi informan), dan dokumen-dokumen.

a. Informan
Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (purposive

sampling), yang terdiri dari Sekretaris DPR Aceh, para anggota DPRA,
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dan para pimpinan DPRA. Pemilihan ini berkembang seperti bola salju
sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam pengumpulan
data, Setelah dalam proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan
informasi (mencapai titik jenuh), maka peneliti tidak mencar informasi
baru dan proses pengumpulan informasi dianggap selesai (cukup).
Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah
sampel. Dalam hal ini jumlah sampel (informan) bisa-sédikit dan bisa
juga banyak tergantung dari : 1) tepat tidakfiyapemilihan informan, 2)
kompleksitas dan keragaman fenoména“sosial yang diteliti. Dalam
penelitian ini yang menjadi informan'penelitian adalah pimpinan DPRA
yang diwawancara sebanyak.2-{dua) yaitu Ketua, satu orang Wakil
Ketua. Sedangkan anggota DPRA yang dijadikan informan sebanyak 14
orang dari berbagai “komisi dan dari pihak Sekretaris DPRA yang
dijadikan informian sebanyak 8 orang, materi wawancara disesuaikan
menprut kapasitas masing-masing.

b. Dekumen-dokumen
Berkenaan dengan fokus penelitian diperoleh pada Sekretariat
DPRA berkenaan dengan peraturan, risalah-risalah rapat, dan petunjuk
pelaksanaannya yang berkaitan dengan pengelolaan keuwangan pada

sekretariat DPRA.
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E. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif proses pengumpulan data meliputi 3 (tiga)
kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu :
a). Proses Memasuki Lokasi Penelitian
Dalam usaha memasuki lokasi penelitian, mengingat peneliti sudah
menjadi bagian dari Sekretariat DPRA, secara otomatis Jangsung berbaur
dengan informan-informan yang lain. Namun demikian peneliti tetap
melakukan adaptasi dan proses belajar dengarni-para informan tersebut,
dengan berlandaskan hubungan etik” dan simpatik, sehingga dapat
mengurangi jarak sosial antara pereliti dengan informan, dan tetap
menjaga sopan santun dalaribertdtur kata dan berperilaku.
b). Ketika Berada di LoKasi Penelitian
Karena posisi_peneliti sudah menjadi bagian dari obyek yang
diteliti maka tah2p ini peneliti ]Jangsung menjalin hubungan pribadi yang
akrab.dengan subyek penelitian, dan tetap menjaga keobyektifitasan dari
data.atau informasi.
c). Mengumpulkan Data
Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan, teknik
pengumpulan data yang digunakan meliputi :
(a). Wawancara Mendalam
Wawancara tidak dilaksanakan dengan struktur ketat, tetapi dengan
pertanyaan yang semakin memfokus pada permasalahan sehingga

informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Kelonggaran
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semacam ini dengan tujuan untuk mengorek kejujuran informan
untuk memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang
berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap
pelaksanaan tugasnya. Teknik wawancara semacam ini dilakukan
dengan semua informan yang ada pada iokasi penelitian terutama
untuk mendapat data primer dari pada informan tersebut.

(b). Analisa Dokumentasi
Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang
dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber
pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing
situsnya (dan lokast penelitian). Dalam hal ini informasi berasal
dari berbagai arsip maupun dokumen lain yang dianggap perlu.

(c). Observasilangsung
Observasi{angsung semacam ini dilaksanakan oleh peneliti dengan
cara formal maupun informal untuk mengamati berbagai kegiatan
dalam  melaksanakan  tugas-tugas mereka, bagaimana
menyelesaikannya, dokumen-dokumen apa yang mereka jadikan
pedoman dan blanko-blanko apa yang mereka isi. Bagaimana
kelancaran mereka dalam bekerja, bagaimana kerja sama dengan
teman sejawat dan situasi kerja yang lain. Serta peristiwa-peristiwa
unik yang terjadi selama observasi yang mengandung kebenaran di
balik peristiwa itu, misalnya saat melayani peneliti dalam

wawancara kelihatan gugup, takut mengatakan sesuatu yang
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menjadi beban tugasnya. Peristiwa-peristiwa seperti itu dapat
dimaknai bahwa informan tersebut kurang mandiri, sangat patuh,
dan tidak berani bertanggung jawab atau sebaliknya. Hal ini
digunakan terutama untuk melengkapi data yang diperoleh dengan

dua teknik tersebut di atas (baik primer maupun sekunder).

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitan ini adalah
analisis dengan menggunakan model interaktif, "Adapun proses analisis
interaktif dimaksud dapat disajikan dalar dafidr'gambar 1.

Reduksi data diartikan sebagaiproses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengfabsirak-kan dan transfortasi data kasar yang
muncul dari cacatan tertdlis di lapangan. Dengan demikian reduksi data
merupakan suati /bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkafi, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data yang
sedemikian ripa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Secara
sederhana dapat dijelaskan, dengan reduksi data dapat menyederhanakan data
kualitatif dan mentransformasikannya dengan berbagai cara, misainya melalui
seleksi yang ketat, melalui ringkasan dan atau menggolongkannya dalam
suatu pola yang lebih jelas.

Penyajian data merupakan alur penting yang kedua dari kegiatan
analisis. Peneliti membatasi suatu “penyajian” sebagai kumpulan informasi
tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau

pengambilan tindakan. Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah
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menarik kesimpulan/verifikasi. Dalam pengumpulan data dengan model ini,
peneliti selalo membuat reduksi data dan sajian data sampai penyusunan
kesimpulan. Artinya berdasarkan data yang ada pada field note (catatan yang
didapat di lapangan) peneliti menyusun pemahaman arti dari segala peristiwa
melalui reduksi data yang kemudian diikuti dengan penyusunan data dalam
bentuk cerita secara sistematis. Reduksi dan sajian data ini disusun pada
waktu peneliti mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian.
Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti befusaha menarik kesimpulan
dan atau verifikasi berdasarkan field note! Apabila field note dirasa belum
cukup atau tidak didapatkan, peneliti wajib'niencari kelengkapannya dari data
di lapangan secara khusus sebagaircacatan. Sebelum meninggalkan lapangan
penelitian, maka peneliti $ecara cermat harus membaca terlebih dahuiu
tentang reduksi data_dan sajian data serta analisis awal, Kalau dianggap
belum cukup dalamvirienjawab permasalahan yang dikaji, maka peneliti harus
melengkapi-Kekurangan tersebut di lapangan terlebih dahulu.

Karena sifat penelitian yang lentur, walaupun menggunakan riset
terpancang (studi kasus) dengan kegiatan penelitian yang dipusatkan pada
permasalahan dan fujuan penelitian yang telah disusun dan atan dirumuskan,
namun dalam penelitian ini segala sesuatunya ditentukan dari hasil akhir
pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenamnya di

lapangan.
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G. Keabsahan Data
Dalam setiap penelitian memerlukan standar untuk melibat derajat
kepercayaannya atau kebenaran dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian
kualitatif standart tersebut keabsahan data, untuk menetapkan keabsahan data
diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan
atas sifat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan, keteralihan,
ketergantungan, dan kepastian.
1) Derajad Kepercayaan
Pada dasarnya penerapan kriteria dérajal Kepercayaan menggantikan
konsep validitas internal dan non kualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk
melakukan inguiri sedemikian rupa, sechingga tingkat kepercayaan
penemuannya dapat~dicapai serta menunjukkan derajat kepercayaan
hasil-hasil pentmuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada
kenyataan gandd yang sedang diteliti. Beberapa cara yang dapat
dilakukan dalam hal ini adalah Memperpanjang keikutsertaan peneliti
dalasn” proses pengumpulan data di lapangan. Mengingat peneliti
merupakan intrumen utama dalam penelitian, dengan demikian lamanya
peneliti terlibat dalam pengumpulan data, akan semakin memungkinkan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
Melakukan observasi secara terus-menerus dan sungguh-sungguh,
schingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti
seperti apa adanya. Teknik observasi boleh dikatakan merupakan

keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan
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karena banyaknya fenomena sosial yang tersamar atau “kasat mata”
yang sulit terungkap bila hanya digali melalui wawancara.

Melakukan “friangulasi”, baik triangulasi metode (menggunakan lintas
metode pengumpulan data), triangulasi sumber data-data (memilih
berbagai sumber data yang sesuai), dan triangulasi pengumpulan data
{(beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara térpisah). Dengan
teknik triangulasi data ini memungkinkan diperoleh variasi informasi
seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnya.

Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut'melakukan penelitian) untuk
berdiskusi, memberikan masukan, ‘bahkan krittk mulai dani awal
kegiatan, proses penelitian, \sampai tersusunnya hasil penelitian (peerde
briefing). Hal ini perlu\dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan
peneliti, yang ‘ditiadapkan pada kompleksitas fenomena sosial yang
diteliti.

2) Keteralihan

Keteralihan sebagai persoalan yang empiris tergantung pada kesamaan
antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan
tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam
konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk
menyediakan data deskriptif secukupnya. Keteralihan hasil penelitian
biasanya berkaitan dengan pertanyaan, sejauh mana hasil penelitian ini
dapat diterapkan dan digunakan dalam situasi-situasi lain. Bagi peneliti
naturalistik, keteralihan bergantung pada pemakai, yakni sejauh mana
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peneliti ini dapat dipergunakan dalam konteks dan situasi tertentu.
Peneliti sendiri tidak dapat menjamin “validitas eksternal” ini, oleh
karena keteralihan hanya dipandang sebagai suatu kemungkinan. Bila
pemakai melihat ada yang cocok bagi situasi yang dihadapinya, maka
bisa dimungkinkan adanya keteralihan. Meskipun dapat diduga, bahwa
tidak ada situasi yang sama, sehingga masih perlu penyesuaian menurut
keadaan masing-masing.

3) Kebergantungan

Kebergantungan menurut istilah ‘kovensional disebut dengan
reabilitas (reliability). Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas.
Hanya dengan alat yang reliabel’akan dapat diperoleh data yang valid.
Alat utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Dengan
kata lain bergantung” pada keadaan peneliti. Keadaan ini dapat
dioptimalkan bila peneliti memadukan kriteria kebergantungan dan
kepastian, Dalam hal ini cara yang dipakai adalah dengan audit trail
memeriksa dan melacak suatu kebenaran (Moleong, 1998: 64), yaitu
usaha yang lazim dilakukan oleh akuntan keuangan. Dalam rangka
penulisan tesis, audit trail sebaiknya dilakukan oleh pembimbing. Dalam
hal ini yang diperiksa antara lain; proses penelitian serta taraf kebenaran

data serta tafsirannya.
Untuk itu peneliti perlu menyediakan bahan-bahan sebagai

berikut:
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(1) Data mentah, sepertt catatan lapangan sewaktu observasi dan
wawancara, hasil rekaman (bila ada), dokumen, dan lain-lain yang
diolah dan disajikan dalam bentuk laporan lapangan.

(2) Hasil analisis data, seperti rangkuman, konsep-konsep proporsi dan
sebagainya.

(3) Hasil sintesis data, seperti tafsiran, kesimpulan, definisi, inter-relast
data, tema, pola, hubungan dengan literatus dan laporan akhir.

(4) Catatan mengenai proses data yang <digupakan, yakni tentang
metodologi, desain, strategi, prosedur, rasional, usaha-usaha agar
penelitian terpercaya, serta upaya untuk melakukan audit rrail.

4) Kepastian
Kriterium kapastian~ berasal dari konsep obyektifitas dalam
penelitian non qualitatif. Jika penelitian non qualitatif diterapkan pada
orang, maka pada penelitian naturalistik menghendaki agar penekanan
pada-daia pemeriksaan dalam kriterium kepastian dapat dijabarkan dalam
beberapa kehendak yaitu :

a) Auditor (pembanding) perlu memastikan apakah hasil penemuan
tersebut benar-benar berasal dari data.

b) Auditor berusaha membuat keputusan, apakah secara logis
kesimpulan itu ditarik dan berasal dari data.

¢) Auditor melakukan penelitian terhadap derajat ketelitian peneliti

apakah ada kemencengan.
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d) Auditor berupaya menelaah kegiatan peneliti dalam melaksanakan
pemeriksaan keabsahan data apakah dilakukan dengan memadai atau
tidak. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa hasil penelitian
tersebut mampu memennhi kriteria di atas, maka dapat dikatakan
bahwa hasil penelitian ini dapat digantungkan pada keandalan

peneliti.
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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
I. Pengelolaan keuangan pada Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Aceh
(DPRA) sudah dilaksanakan sesuai dengan permendari meliputi dari
proses penyusunan anggaran, pelaksanaan sampai dengan” pelaporan,
Dalam menjalankan kegiatan operasional di Sekretariat DPRA mutlak
memerlukan anggaran. Anggaran Sekretariat DPRA adalah bagian dari

anggran APBA maka prosesnya mengacupada PP Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Dacralyy déngan tahapan penyusunan rencana
kerja pemerintah daerah, pernyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan
penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara penyusunan rencana kerja dan
anggaran SKPD, penyusunan rancangan perda APBD; dan penetapan APBD.
Setelah  ditetapkan menjadi APBD maka dilaksanaakan dengan
mempetiimbangkan prinsip good governence. Dalam hal penyusunan sampai

dengan/ pelaporan sekretariat DPRA juga telah mengacu kepada Peraturan
Menteri dalam Negeri atau Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Walaupun masih ada faktor-faktor kendala yang meliputi keterlambatan
pengesahan APBD serta keterbatasan dalam menggunakan aplikasi komputer
SIPKI, SDM yang masih terbatas dalam melaksanakan sistem konsolitasi
anggaran, namun ada juga faktor pendukung seperti UUPA, Otonomi Daerah,
anggaran yang cukup atau memadai membuat Aceh pada umumnya dapat

mengembangkan pembangunan khususnya di Sekretariat DPRA. Progran
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aplikasi komputer SIPKI yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari
program aplikasi sebelumnya yaitu Program Aplikasi Komputer SIMDA
Versi 2.1. Program aplikasi Komputer SIPKI ini dimaksudkan untuk
membantu dalam pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD
(sebagai entitas pelaporan ) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi).
Adanya program aplikasi ini diharapkan bisa memberikan.manfaat lebih
kepada pemda terutama dalam penyusunan APBD.

B. Saran- Saran |

1. Seckretariat DPRA hendaknya dapat menipertabankan kinerja yang selama
ini sudah dijalankan dimana dalam pengélolaan keuangan telah pengacu
kepada peraturan perundangain yvarig ada, sehingga sekretariat DPRA telah
menjalankan fungsinya dengan baik, pengelolaan keuangan berdasarkan
peraturan perundanganyang berlaku dapat memudahkan dalam hal
pelaksanaan anggran serta yang paling penting adalah dapat dilakukan
pertanggung~ jawaban secara benar dan  akurat.  Dalam
mengimplementasikan program aplikasi kompoter terutama dalam
mengkonsolidasikan anggaran kiranya dapat ditingkatkan agar dalam
mengoperasikannya memudahkan dan mempersingkat waktu yang
diperlukan oleh operator. Disisi lain kiranya dapat mempersiapkan SDM
yang handal baik dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran
di Sekretariat DPRA.

2. Agar keterlambatan pengesahan APBD dapat dihindari sehingga tidak

mengancam terhadap tertundanya pelaksanaan dan pembayaran kegiatan-
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kegiatan dan proyek-proyek, hendaknya selalu mengikuti tahapan yang
telah diatur dalam permendagri. Dalam rangka penyusunan rancangan
KUA oleh pihak eksekutif tidak terjadi keterlambatan, hendaknya pihak
Legislatif tidak melakukan kegiatan di lvar RKT (Rencana Kera
Tahunan) sehingga proses pembahasan RKA per SKPA dapat terlaksana
sesuai jadwal, disamping ita hubungan harmonis antara degislatif dengan
kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsi ‘masing-masing perlu

ditingkatkan terutama dalam proses pembahaSan Anggaran
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undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah dan Undang-
undang Republik Indonesta Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 «Tahun~ 2006 Tentang
Pemerintah Aceh.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan/Daerah Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daefah, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia ‘Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan\Keuangan Daerah Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor (37 Tahun 2006 Perubahan Kedua Atas Peraturan
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Keuangan Daerdh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
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2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 24 Tahun 2004
Tentang ‘Kedudukan Protokoler dan Keuangan Daerah Pimpinan dan
Anggota 'Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam’ Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Oprasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor I3 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah.
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Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Rakyat Aceh dan
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Lampiran Gambar 2

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Dacrah
(RKPD)

~

Kebijakan Umum APBD

<~

Prioritas Plafon Anggaran Seméntara

<

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
(RKA-SKPD)

<~

Rancangan Perda APBD

<~

Perda APBD
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Lampiran Gambar 3
Tahapan Penyusunan Rancangan APBD
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NO

Pertanyaan Wawancara

Hasil wawancara

Tanggal
Wawancara

Bagaimana acuan dalam pelaksanaan
Pengelolaan  Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRA?

a. Pengaturan tentang Pengelolaan/ Keuangan

Pimpinan Anggota DPRA merpakan pedoman
pelaksanaan acara kenegarsdrn-atau secara resmi
Pemerintah yang diselénggarakan di daerah
schubungan dengan jabatannya sebagai
Pimpinan dan~Anggota DPRA. Pengaturan
dimaksud meliputi “pengaturan tata tempat,
tata upacara dantata penghormatan.

. Sebagaimana’“wacana peraturan pemerintah

Republik, Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tanggal/ 28 agustus 2004 tentang kedudukan
protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal ! ayat
(1 sampai dengan 11) agar dapat dan mampu
menetapkan kedudukan kisaran dan besaran.
Wawancara dengan Ketua DPRA

Bagaimana Implementasi Kebijakan
Legislatif berdasarkan PP 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah
dilaksanakan Pemerintah ke Daerah Provinsi

. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 10 huruf (a sampai dengan h) PP 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan dan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD dan PP 37 Tahun 2006
tanggal 14 Vovember 2006 Pasal 10A terdiri
dari :
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—

. Uang Representasi,

2. Tunjangan Keluarga; (PP 37 Tahun

=WE AR

2006 Perubahan kedua)

Tunjangan Beras ; (PP 37 Tahun 2006
Perubahan kedua)

Uang Paket ;

Tunjangan Jabatan ;

Tunjangan Panitia MuSyawadrah
Tunjangan Komisi~;

Tunjangan Panitia:Anggaran ;
Tunjangan Badan Kehormatan

. Tunjangan’ Alat Kelengkapan Lainnya

lainnya{ PP 37 Tahun 2006 Perubahan
kedua Pasal 10 A Ayat 1 dan2):

a. Pimpinan dan Anggota
diberikan Tunjangan
Komunikasi Intensif (TKI)

b. Pimpinan diberikan
BAntuan Dana Operasional
Pimpinan (BPOP) ;

b.PP 37 Th 2006 perubahan kedua Pasal 14D
Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana
Operasional sebagaimana dimaksud pasal 14A
dan Pasal 14B dibayar terhitung mulai tanggal
1 Januari 2006

c. Penjabaran dari berbagai pendapatan Pimpinan
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dan Anggota (BPOP dan TKI) PP 21 Tahun 2007
tanggal 16 Maret 2007 Perubahan ketiga Pasal 29
ayat (1, 2 dan 3) menyebutkan :

a. Pimpinan DPRD yang telah menérima
Tunjangan Komunikasi Intensif ~dan
Pimpinan yang telah meneritna Dana
Operasional sebagaimand dirnaksud dalam
PP Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetor
kembali ke Kas Unium Daerah paling
lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya
masa bakti sebagai anggota DPRD periode
tahun 2004 sampeai dengan tahun 2009 ;

b. Pengembalian ~ Tunjangan Komunikasi
Intensify” dan  Dana  Operasional
sebagaimana dimaksud pada aat (1)
dilakukan dengan cara sekaligus atau
méngangsur setiap bulan ;

¢. Ketentuan lebih  lanjut  mengenai
pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan  Dana Operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri ;

Memahami adanya prinsip kesetaraan antara
sesama Pimpinan dan Anggota DPRD dan

Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD
merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam
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dengan Gubernur ;

membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan
otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar
kedua lembaga wajib memelihara dan
membangun hubungan yang harmonis dansatu
sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai
lawan atau pesaing, yaitu :

a. Kesetaraan disini karena‘penyelenggaraan
pemerintah daerah “\4dalah pemerintah
daerah dan DPRDWUUU No 32 Th 2004 Ps
19 ayat 2) ;

b. Guna merghindari kesenjangan dan
keterbatasan kemampuan keuangan daerah
dalamBNKRI ;

c. Adanya péngaturan mengenai kedudukan
Keuanagn pimpinan dan anggota DPRD ;
dSesdma pimpinan dan Anggota DPRD
Provinsi, Kab/Kot memperoleh penghasilan
yang sama yang diformulasikan besaran
uang Representasi Ketua DPRD disetarakan

dengan Gaji Kepala Daerah ;

e. Mitra kerja Lembaga DPRD dengan
Pemerintah daerah ;

f. Prinsip berjenjang, pemberian penghasilan
tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
mempertimbangkan asas keadilan dan
kepatutan dengan membandingkan dari
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masing-masing keudukan dan penjenjangan
daerah ;

Prinsip Proposional, penyediaan belanja
penunjang  kegiatan DPRD __ harus
mempertimbangkan asas kepatutan,
kewajaran dan rasional terhadap, fugas dan
fungsi DPRD ; (Tatib Dewan ‘Nomot
1/DPRD/2007 TGL 23 Jaruari 2007 Bab III
Tugas, Wewenang dan )Hak 'DPRA Ps 4
Tugas dan Wewenarig, Bs 5 Hak, Ps 6) ;
Sama-sama pemilihdnnya dilakukan dalam
Pemilu Legislatif {JU'No 22 Th 2004) dan
Pilkada (UU No 32°Th 2004 Ps 24 ayat 5) ;

Bagaimana Siklus Pengelolaan keuangan
Negara

3

. Perericandan/Penganggaran

. Pelaksanzan/Perbendaharaan

. (Penatausahaan/akutansi/pelaporan
4.

. Pertanggungjawaban

Pemeriksaan

Bagaimana pandangan Ilmu administrasi
Negara  (Publik) terhadap  organisasi
kelembagaan DPRA ;

Dalam wacana ilmu administrasi negara (Publik)
teofi organisasi kelembagaan yang pada dasarnya
merupakan salah satu dimensi atau bidang kajian
yang tidak bisa lepas dari proses analisis artinya
DPRD sebagai sebuah lembaga publik sudah pasti
dalam proses pencapaian tujuannya menggunakan
kerangka organisasi. Jadi disini terdapat relevan

dan

hubungan kausal antara kepentingan

mengupas _teori _organisasi dengan _eksistensi
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DPRD sebagai sebuah organisasi. Pengertian
Waldo (1955) bahwa organisasi adalah sebagai
struktur hubungan kekuasaan dan kebiasaan
orang-orang dalam suatu sistedm administrasi,
sedangkan Weber (1978) organisasi | adalah
sekelompok orang yang terbiasa mematuhi para
pemimpinnya dan yang tertarik pada‘kelan jutan
dominasi partisipasi mereka dan keunfungan yang
dihasilkan, yang membagi) diantara mereka
praktek-praktek dari fungsitersebut yang siap
melayani untuk praktek méreka.

Apakah Bapak memahami teori kelembagaan
publik terhadap kedudukan DPR atau
lembaga legislatif politik kenegaraan di
Indonesia ;

Lembaga legislatif .dalam suatu negara selain
mengemban fungsi politik, juga
menyelenggarakan fungsi hukum dan administrasi
negara (kebijakan publik). Kelembagaan publik
ini dibarapkan dapat dipahami mengenai
kelembagaan legislatif paling tidak menyangkut
tigaaspek :

1. Struktur organisasi ;

2. Mekanisme atay hubungan kerja dan
koordinasi atau lembaga ;

3. Upaya pemberdayaan dalam  arti
pemanfaatan sumber-sumber daya
(maintaining on inputs) dalam rangka
menunjang produktifitas atau kinerja
(performance} ;
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Bagaimana sebenarnya kedudukan dan
Fungsi DPRD atau DPRA ;

Pada dasarnya Kedudukan dan Fungsi DPRD

sesuai Pasal 40 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang

telah diubah pertama kalinya dengan UU Nomor

12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahaan Daerah

merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah-dan

berkedudukan sebagai unsur penyelengpdraan
pemerintah daerah artinya Pemerintali “Daerah
merupakan penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintait)Daerah dan DPRD

menurut asas Otonomi darTugas Pembantuan

dengan prinsip NKRI “sebagaimana dimaksud
dalam UUD-NKRI tahun 1945 ; (UU No 32 tahun

2004 Ttg Pemeripiiahan Daerah Ps 1 angka (2) ;

sedangkan UU.No .14 Tahun 2006 Ps 1 ayat (10)

menyebutkei DPRD Aceh yang selanjutnya

disebut <DPA ~adalah unsur penyelenggara
pemerintahan” daerah aceh yang anggotanya
dipilih melalui pemilihan umum (PEMILU) ;

4. Dalam Pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004
yang telah diubah pertama kalinya dengan UU
Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahaan
Daerah menyebutkan DPRD memiliki fungsi
Legislasi, Anggaran dan Pengawasan ;

b. Wahana Demokrasi yaitu DPRD/DPR Aceh
adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daeral/DPRA yang anggotanya dipilih melalui
PEMILU dan sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah/Aceh yang menjalankan
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tugas legislatif ; (Tatib Dewan Nomor
01/DPRD/2009 Ps 1 huruf (4) ;

Bagaimana terhadap Tugas dan Wewenang
yang dilakukan oleh DPRD Tugas dan
wewenang Pasal 42 ayat (1 dan 2) ;

DPRD mempunyai Tugas dan Wewenang :
a. Membentuk perda yang dibahas dengan'kepala

b.

daerah untuk mendapat persetujuan bersamas;
Membahas dan menyetujui rancangan Perda
tentang APBD bersama _dengan kepada
daerah;

Melaksanakan perigawasan  terhadap
pelaksanaan Perda ddn peraturan perundang-
undangan lainnya; ‘perdaturan kepala daerah,
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam
melaksankan program pembangunan daerah,
dan kerja sama internasional di daerah;
Mengusulkan pengangkatan dan
pemberhientian kepada daerah/wakil kepala
daerah / Kepada Presiden melalui Menteri
Ddiam” Negeri melalui Gubemur bagi DPRD
kabupaten/Kota;

Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi
kekosongan jabtan wakil kepada daerah;
Memberikan pendapat dan pertim-bangan
kepada pemerintah daerah terhadap terhadap
rencana perjanjian internasional di daerah;
Memberikan persetujuan terhadap rencana
kerjasama internasional yang dilakukan oleh
pemerintah daerah;
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h. Meminta laporan keterangan per-
tanggungjawaban kepada daerah dalam
penyelenggaraan pemerin-tahan daerah;

i. Membentuk panitia pengawas pemilihan
kepala daerah;

J. Melakukan pengawasan dan meminia.laporan

KPUD dalam penyelenggaraan®, pemilihan
kepala daerah;

k. Memberikan persetujuan~térhadap rencana
kerja sama antara daeral’ dan dengan pihak
ketiga yang membebani” masyarakat dan
daerah.

Selain tugas dan weéwenarg sebagaiman dimaksud

pada ayat (1), DPRD" melaksangkan tugas dan

wewenang Aain” yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Bagaimana pelaksanaan tugas
Kesekretariatan

Secdra ~“kelembagaan  Sekretariat  Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh sebagai unsur pelayanan
terthadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang
secara teoritis mengacu pada Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh, maka Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana
dinukilkan pada Pasal 108 ayat (1) bahwa
“Sekretariat DPRA dipimpim oleh Sekretaris
DPRA”, sedangkan dalam Pasal (2) Sekretaris
DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah

berkonsultasi  dengan  Pimpinan = Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh.

Penegasan secara operasionalnya Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dirujuk ‘pada

pada pasal 108 ayat (3) Undang-undang nomior 11

Tahun 2006 mengemban tugas yaitu :

a. Menyelenggarakan ddministrasi
kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh ;

b. Menyusun rencana \(apggaran Sekretariat
DPRA dan menyelenggarakan administrasi
keuangan ;

¢. Melakukan.. pengelolaan dan administrasi
anggaran’belanja DPRA ;

d. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRA-; dan

e. ,Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga
ghli “yang diperlukan oleh DPRA dalam
mélaksanakan fungsinya sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

Namun dalam penyelenggaraan tugas-tugas

lanjutan maka Sekretariat DPRA Nanggroe Aceh

Darussalam sesuai pasal 11 Qanun nomor 4 tahun

2007 dalam pasal 11 disebutkan bahwa “Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada pasal 10 Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh menyelenggarakan Fungsi :
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Penyelengaraan administrasi kesekretariatan
DPRA ;
Penyelenggaraan
DPRA ;
Penyelenggaraan rapat-rapat DPRA ; dan
Penyediaan dan pengoorganisasiaritenaga ahli
yang diperlukan oleh DPRA.

administrasi ~ keuangan

10

Bagaimana Pelaksanaan dan Penatausahaan
APBA 2011

.

. Memberi persetujuan pengesahdn DPA-SKPD

(SEKDA)

Mengesahkan DPA<SKPD dan Anggaran Kas
(PPKD)

Menerbitkan SPD (PPKD selaku BUD)
Menerima dan Ményetor Penerimaan SKPD
(Bendahéra Penerimaan)
Penyiapan.Dokumen SPP-LS (PPTK)
Pefgajuan SPP-UP/GU/TU/LS (sistem
UHYD) ( Bendahara Pengeluaran)
Pengajuan SPM-UP/GU/TU dan SPM-LS
{Kepala SKPD)

Menerbitkan SP2D ( Kuasa BUD
Pertanggungjawaban Dana (SPJ) ( Kepala
SKPD)

11

Faktor Pendorong dan Penghambat
Pelaksanaan dan penatausahaan APBA 2011

bl adl e

APBD cenderung belum efektif dan efesien
Kualitas regulasi dan SDM masih terbatas
LHP BPK-RI masih prihatin

Reformasi birokrasi lambat dan belum efektif
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Bagaimana menurut Bapak urusan a. Yang berkaitan dengan pelayanan dasar :
Pemerintah yang diserahkan dalam 1. Pendidikan
penyusunan APBA 20117 2. Kesehatan
3. Lingkungan hidup
4. Pekerjaan Umum
5. Ketahanan Pangan
6. kependudukan dan pencatatan sipil -
7. Keluarga berencana
8. Sosial
9. Tenaga Kerja
10. Ketentraman dan Ketértiban umum serta
perlindungan niasyarakat

11. perlindungar anak,
b. Yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
Penataan raang
Pertanahan
pembangunan daerah
perhiubungan
Koperasi, usaha kecil, dan menengah
penanaman modal
perumsahan
kepemudaan dan olah raga
pemberdayaan masyarakat
10 pemberdayaan perempuan
11. statistik
12. persandian
13. kebudayaan
14. perpustakaan

1© 00 N ule W P —
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15. kearsipan
16. komunikasi dan informatika

. yang menjadi pilihan

Kelautan dan perikanan
pammsata

pertanian

kehutanan

energi dan sumberdaya nfineral
perdagangan

perindustrian dan

transmigrasi

L B Al e
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